
 
 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 
 

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 16 TAHUN 1964 

TENTANG 

BAGI HASIL PERIKANAN 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu usaha untuk menuju kearah perwujudan 

masyarakat sosialis Indonesia pada umumnya, khususnya untuk 

meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap 

tambak serta memperbesar produksi ikan, maka pengusahaan perikanan 

secara bagi-hasil, baik perikanan laut maupun perikanan darat, harus 

diatur hingga dihilangkan unsur-unsurnya yang bersifat pemerasan dan 

semua fihak yang turut serta masing-masing mendapat bagian yang adil 

dari usaha itu; 

  b. bahwa selain perbaikan daripada syarat-syarat perjanjian bagi-hasil 

sebagai yang dimaksudkan diatas perlu pula lebih dipergiat usaha 

pembentukan koperasi-koperasi perikanan, yang anggota-anggotanya 

terdiri dari semua orang yang turut serta dalam usaha perikanan itu; 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 jo pasal 20 ayat 1 serta pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 

Undang-undang Dasar; 

  2. Undang-undang No. 5 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 

104); 

  3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/ 

MPRS/1960 jo Resolusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 

No. I/MPRS/1963; 

  4. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 

No. 31) jo Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964;  

Dengan… 
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Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong; 

 

Memutuskan : 

 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BAGI-HASIL PERIKANAN. 

 

BAB  I. 

 Arti beberapa istilah. 

 

Pasal 1. 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan: 

a. perjanjian bagi-hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha 

penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan 

nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, 

menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian 

dari hasil usaha tersebut menurut imbangan yang telah disetujui 

sebelumnya; 

b. nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak 

apapun berkuasa atas sesuatu kapal/perahu yang dipergunakan dalam 

usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan; 

c. nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan 

menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penang kapan ikan 

laut; 

d. pemilik tambak ialah orang atau bada hukum yang dengan hak 

apapun berkuasa atas suatu tambak; 

e. penggarap tambak ialah orang yang secara nyata, aktif menyediakan 

tenaganya dalam usaha pemeliharaan ikan darat atas dasar perjanjian 

bagi-hasil yang diadakan dengan pemilik tambak; 

 

f. tambak… 
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f. tambak ialah genangan air yang dibuat oleh orang sepanjang pantai 

untuk pemeliharaan ikan dengan mendapat pengairan yang teratur; 

g. hasil bersih ialah: 

 - bagi perikanan laut: 

  hasil ikan yang diperoleh dari penangkapan, yang setelah diambil 

sebagian untuk "lawuhan" para nelayan penggarap menurut 

kebiasaan setempat, dikurangi dengan beban-beban yang menjadi 

tanggungan bersama dari nelayan-nelayan dan para nelayan 

penggarap, sebagai yang ditetapkan didalam pasal 4 angka 1 huruf 

a; 

 - bagi perikanan darat: 

  sepanjang mengenai ikan pemeliharaan yang diperoleh dari usaha 

tambak yang bersangkutan dkurangi dengan beban-beban yang 

menjadi tanggungan bersama dari pemilik tambak dan penggarap 

tambak, sebagai yang ditetapkan di dalam pasal 4 angka 2 huruf a; 

h. ikan pemeliharaan ialah ikan yang sengaja dipelihara dari benih yang 

pada umumnya diperoleh dengan jalan membeli; 

i. ikan liar adalah ikan yang terdapat di dalam tambak dan tidak 

tergolong ikan pemeliharaan. 

 

BAB II 

Pembagian hasil usaha. 

 

Pasal 2. 

Usaha perikanan laut maupun darat atas dasar perjanjian bagi-hasil harus 

diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari nelayan pemilik 

dan nelayan penggarap serta pemilik tambak dan penggarap tambak yang 

bersangkutan, hingga mereka masing- masing menerima bagian dari hasil 

usaha itu sesuai dengan jasa yang diberikannya. 

Pasal 3… 
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Pasal 3. 

(1) Jika suatu usaha parikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian 

bagi-hasil, maka dari hasil usaha itu kepada fihak nelayan penggarap 

dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai 

berikut: 

 1. perikanan laut: 

  a. jika dipergunakan perahu layar: minimum 75% (tujuh puluh 

lima perseratus) dari hasil bersih; 

  b. jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% (empat puluh 

perseratus) dari hasil bersih 

 2. perikanan darat: 

  a. mengenai hasil ikan pemeliharaan: minimum 40% (empat puluh 

perseratus) dari hasil bersih; 

  b. mengenai hasil ikan liar: minimum 60% (enam puluh 

perseratus) dari hasil kotor. 

(2) Pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang 

mereka terima menurut ketentuan dalam ayat 1 pasal ini diatur oleh 

mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II 

yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan, 

dengan ketentuan, bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak 

dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu). 

 

Pasal 4. 

 Angka bagian fihak nelayan penggarap dan penggarap tambak 

sebagai yang tercantum dalam pasal 3 ditetapkan dengan ketentuan, 

bahwa beban-beban yang bersangkutan dengan usaha perikanan itu 

harus dibagi sebagai berikut: 

 

 1. perikanan… 
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 1. perikanan laut: 

  a. beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan 

pemilik dan fihak nelayan penggarap: ongkos lelang, uang 

rokok/jajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap 

selama di laut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) 

serta iuran-iuran yang disyahkan oleh Pemerintah Daerah 

Tingkat II yang bersangkutan seperti untuk koperasi, dan 

pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian 

dan lain-lainnya; 

  b. beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik: ongkos 

pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain 

yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha 

penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan 

lain sebagainya. 

 2. Perikanan darat: 

  a. bahan-bahan yang menjadi tanggungan bersama dari pemilik 

tambak dan penggarap tambak, uang pembeli benih ikan 

pemeliharaan, biaya untuk pengeduk saluran (caren), biaya-

biaya untuk pemupukan tambak dan perawatan pada pintu-air 

serta saluran, yang mengairi tambak yang diusahakan itu; 

  b. bahan-bahan yang menjadi tanggungan pemilik tambak; 

disediakannya tambak dengan pintu-air dalam keadaan yang 

mencukupi kebutuhan, biaya untuk memperbaiki dan mengganti 

pintu-air yang tidak dapat dipakai lagi serta pembayaran pajak 

tanah yang bersangkutan; 

  c. bahan-bahan yang menjadi tanggungan penggarap tambak: 

biaya untuk menyelenggarakan pekerjaan sehari-hari yang 

berhubungan dengan pemeliharaan ikan didalam tambak, dan 

penangkapannya pada waktu panen. 

Pasal 5… 


